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PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Monlmbang

I Egpirmyal

da.

PERATURAN DAERAH KABUMATEN TAKALAR
NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTARNG

PEEUSAHAAN DAERAH PERDAGAMNGAN UMUM
DANMN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUMHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

bahwa  sehuburgan pelaksanaan Ctonamai Laerah rnaka
penyelenggaraan tugas Pererinlsh Doeerah dibiayval dari dan atas
heban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebinggoa  ODaerah
dituntt ontsk mengupayskan sumber-sumbor pendapaian yang dopat
mendukung  Pendapatan A2l Dacrah daklan upaya  meeningkstoan
kemampuan membiayal Pelaksanaan Fembanginan, Penycelenggardan
Pegriznintah dan Pemblnaan Kennasyarakatan |

b. bafwa berdasarkan portirnbangan  sebagaimans  dimaksud

dalamn  huref a, perduy membermuk  Peraturan  Daarah  tentang
Ferusahaan Dacrah Perdagargan Umum dan Jasa Konstruksi
Kabupaten Takalar ;

Undang-undarg MNomor % Tahum 1959, tentamo Pombonbukan
Draeral - daerah Tingkat 11 di Sulawest (Lembaran Megara Tahen
1959 Moy 74, Tanbaban Loandizran Negara hiomar 1822 ) ;
Undang - undang Momor & Tahun 1969, tenktarsg  Perusahaan
Cacrah (Lembaran Wegard Tahuon 1959 MNomor 10, Tambahan
[ ambaran Negara Moonor 3887 ) ;

Undazng-undarg Nomor 5 Taten 199% tenbang Larangan Praktek
Monapdi dan Persaingan Usaha Tedak Sehat (Lembaran Negare
Tatun 19T Nernar 33, Tambahan Lembaran Megara Nomor 2817) ;
Undang-undang Momor 18 Tahun 1093 tentang Jasa Konsouks
(Lembaran Megara Tahun 1999 Momor 54, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 3833];

Undang - urkizang Moo 23 Talwn 1995, tentang
Pemerimtzhan Dasrah {Lembaran Megara Tahun 1929 Narmar 50,
Tambakan Loonbaran MNegama Noneoe 3835 )

Unicfarg undan Mormor 25 Tahun 19549, teniang
Perimbangan Keuangan Amtera Pemerintah  Fusat dan Dacrah
{ Lesnbaran Megara Tahun 1999 Momor 72, Tambahan Lembiman
Mogadra Memor 3849 ) ;
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A Undang - undang  MNomor 28 Tahun o 19959 tontang
Penyelenggara Megara yang Barsth den Behas dan Korupsi, Eodosi
dan Mepatlsme Lembasan Negara Tahun 1995 Nomar 73, Tambahan
[ ambaran Megara Momar 5177

A, Pergturan Permerintah Normar 2000 wentang Peoyoicnocgaraan lasa
Rorslrussi (Lesnbaran Megara  ahoa 2000 NHomar 64, Tambahan
Lerprberrean Mopara Momear 39587 ¢

9. Perabrran Parnerinlah Mo F) labwrn 2000 Lenbang
Penyelenggaraan fPembinaan Jass Kenstwksi (Lembaran Menara
Tahun 20600 Momor 85, Tambzshan Lembaran Wegara Nomar 3957 ;

0, Keputsan Pracifen  Memor 494 Tahim 1929 tent2ng
Teknik Penyusunan Peraberzn Perundang-ondanegan dan Bontuk
Rancangan Undang-undanc, Rancamgan Peraturan Pemenntah, dan
Rancangan Keputusan Presider ;

11, Pergturan Manted Dalam Megeri Nomor 1 Tahun 1%H4 tentang 1aka
Cara Pembinaan dan Pengaviasan Perusahaan Dacrah di Lingkungan
Perrerintah Daerah :

i12. Peratuan Menteri Dalam Megeri Maomae 3 Tahun 1990, bentang
Pangelolaan Barang Milik Perusahsan Daerah

3. Paraturan Menberl Dalamy Negerd MNamsar 4 Tahon - 1990
tentang Tate Kerazama Antgra Perusahaoan Doersh dengan Pihak
keziga ;

14 Keputusan Menler Dalam Megeri Homar 72 Tahon 1963 tentang
Fedoman Pelaksanaan Penyormhan Bareng dan Liteng Piutang pada
Perusahaan Dasrsh yang bamu dibentuk: ;

15 Keputusan Menteli Dalam Megerl Momor 536 — €66 Tzhun 1981
lenlang Petunjuk  Pelaksanaan Pongangkalan  cdan Pemberhendan
Anggota Breksi dan Badan Pengawasan Perusahizan Daesrah

Dangan Parsetujuan

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAMALAR

Menetapkan

MEMUTLUSKAN

PERATURAN CAERAH KABLIPATEN TAKALAR TEMTAMNG
PCELSAIIASN DACRAL  FORDAGANGAN UMUM DAN JASA KONSTRUKSL
FABUFATEN TARALAR,
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EaAB I
KETENTUAN UMUM

-

Pasal 1

Oafam Peratoran Daerah im yang dimaksod dengan

a. Dacrah adatah Katbupaeen Jakalar ;

k. Pemerintah Dasrah adalah  Kepala Lzerah bessta Perangknt Gaersh Otonoen y¥an3
lain sehagai Badan Eksekutt Daerah

¢, Kepala Dacrah acdalah Bupati Takadar ;

d. Pemsahasr Oas=rak adalab Ferusahaan Daerah Peordagandan Urmum  dar Jasa
Kopstruksi Kahupaten Takalar ;

£, Hadam Pongawas adalah Badan Pengawas partay Perusah@an Dacrah  Ferdaganoan
Umurm dan Jasa Konstriks Kabupalen Takalar ;

f Dewan Direks adalah Direksi pada Perusahaan Dasrah Pordagangan Lmum dan 1asa
Kaonstruksl Kabupaten Takalar ;

g. Karyaweon adalah Karyaean yand bekerju dan digaji cleh Perusahaan Daerah sosuai
Peraturan Porusabaan Daerah |

1. Hutang adalah Higang Porusabaan Dasrah Pemagangan Lmem dan Jasa Konstruksi |

i. Futamy adalah Piutang Perusahadt Lizerah Perdagangan Umum dan 1asa Eonstruksi ;

i. Saham adalah terdin dar aham Priontas dan Saham Biasa yang disetor sthagai Madal
Penmahzan Daerah ;

k. Poregang Saham adalah Pemilik Sakam yang terdin pPemerman Decrah dan Warga
Megara Indenesta atau Eadan Hukum yang didirikan sesuai Peratumn Penrndang-
yrdangan yark] berlaku ;

BAR IT
FEMBENTUNAN

Pasal 2

(1] Dengan Peraiuran Daerah ind dibentuk suatu Perusahaan Dacrah Perdagangar Urmusm
dan Jasa Konstruksi Kzbupaten Takalar ;

{27 Perysahapn Daerah [ni terdin dari beherapa Bidang wsaha yaitu -
2. Perdagandan umuim
b, Jasa Konstruksi

{3} Perusahaan Daerah yang dirnaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Badan Hukum
yang berhak berusaha dibilang Perdagangan Umum dun Jasa Konstraksi ;

(4] Fombertukan sebagaimana dirnaksued pada ayat (1) pasal ini dllaksanakan sloh Kepala
Dacrah dengan Persetujuan Dawan Perwakilan Rakyat Dacrah Katupaten Takalar.

Pasal 3

Dengan tidak mengurang kotertuan  datam Peraturan Daerah Ini maka rerhadap
Porusahaan Dasrzh bodaku senua peratsran Portdang wndangan lainnys yang tidak
bertentangan dengan Asas Demokrasi Ekonoinl yang menupakan cifl dan Sisterm koo
berdasarkan Pancasila.
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BAS 11X
HEDUDUKAN, TUIDAN DAN FUKGSI
Bagian Pertama
Kedudubkan ™~

Pasal 4

{11 Perusafman Daarah herkesludakian din Beskanbar Posat f Kabupaten Takaiar,

{2) Atas asul Direks  setelzh  mendapatkan pertimbangan  Badan  Pengawas  don
Porsclujuan  Pernegarng  Saharn, Direksi dapat membueka Kancor Cabang  ataw
Perwakilan diluar Katmapate: Takalar.

Bagian Kedua
Tujuar dan Fuagsi

Pasel 5

{13 Tujuan Penusahaan Casrah adalah ikwt sertm dalam melaksanakan Pombanguran
Dacrah pada umumnya dan Pembangunan Bkoreomi Caerah pada khususnya untuk
mznuniang dan meningkatkan Pendapatan Asli Deerak: (PAD] ;

(23 Dalarm melaksarsakan lejuannya Perusabaan Daerah dapat ekerjasama dalan eniuk
Kemirazn Uksaha dengan Pervsahaan Negom, Perusahaan Deecsbh, koperosi con
Pousahaan Swasta Masional dengan Persetojuan Kepala Daerah dengan teriebib
darulu rendapat pertimbangan Badan Permawas |

(3 Fungs Pemusahaan Daprah adalah memoerikan pelayanan dioidang Perdagangan
mum dan Jzsa Konstruksi yarn dilakukan secara profesional dan tetap membesikan
kcuntumagan bagi Daeran.

BaAB IV
MODAL

Pasal &

{1} Madal Perusahaan Dacrah rerdinl darl madal dasae dan sabiam

{2) Maodal Perusahzan Dasrah yang sebagian terdii dari Kekayaan Daerah  yang
dipisahkan dengan Kompets Kepemilikan sebagai berikot :

3. Minienal &0 % dimilikd Pomedntabh Ooerolh dan 40 % dapat dimabki oleb
Masyarakal scears peromangan dan Badan Usaha Yainnya.
k. Milai scHap Saharn akan diatur iekin lanjut drngan: Keputusan ¥epala Daeran.

(3) Terhadap Modal Dssar sebaga/mana dimaksud avat (1 den €23 pasal ini dapat
ditarnbah dengan terlebih dahuly harus mendapat persshujuan Coweans Peswakilan
Rakyal Dacrafs -

(4) Perusahaan Daerah dapat menerima tarmbahan dana tersebut pada ayat (31 pasal ini
dari Pemerintah Daerah, Penyvertzan Modal Pemicrinlah Propinsi can Pusat serta
Pinjaman darl plhak lain deran Lerlebibh dahulu mendapatkan persstujuan Daewan
Perwakilan Rakyal Daerah Kabupoten Takalar ;



(5) Modal Perusahaan: Docrah terschut pada ayal (2] pasal ind disctar kedalam Kas
Porusahaan Daerah secara bertehap sesuai demgan kemampuan Pemerintah Caerah
dan Pomegand Saham kalnnya |

(6% Saham Priorites tersehut ayat (2% pasal ini hi#nya dapat dieniliki aleh Pemeriotah
Uaerah, sedang saham biass uga dapat divnitiki oleh Pernenntah Daerah dan Warga
Mo Tnchznesia aeae Badan Hokom vang didicisas berdasackan Peratuian,
Parunclang-ungdangan yone  Esrlako ;

{71 Pemindzhan suatu Saharn bisgsa kepade pifuk ketiga disdokan dengarne pornyataan
tertulis yang ditandatanganl cizh Pemegang Saham vang bersangkutan dar kepada
pitak siana Saham o diEndatkan |

{81 Peméndahan Safham Bizsa sefanaimana dimaksurd ayaf (7)) pasal ini dapat dilakukan
setelah mendapat Perdmbangan dari Badan Pengawas dengan di setjri alzh Kepala
[Daerzh.

BAB ¥
RAPAT IMUM PEMEGEANG SAHAM

Pasal 7

{11 Rapat Umum Tahunan Penssahaan Daerafr  ditaksanakan  fiap tabon  selambat
lambatnya bulan Maret tahur beralan dan rapst umum lainnya seswakbu-wakiu dapat
dilaksanakan |

{21 Rapat Umum Pemegang Saham dilarsannkan atas permintaan Direksi dengan surat
tercatat selambat-lambatnya 1< hari sebelum rapat dimulai dan panggilan tersebut
harus menyelbutkan wakty dan temtpat dimana rapac akan diadakan beglu pula pofok
inasalal yang akan dibicarakan ;

(3) Rapat Wenem Pemagang Saham dibadin oeh sekuraog-turengies 202 (dua portiga)
dar jumlzh pemegang sahamn dan dapat dihadiqd aleh pihak ketipa dengan undangare
Glreksi ika dlanggap perly |

{43 Dalam Fasar Lmom Pamegand Satam tiak brded diambil kepntasan mengenal ok
vang tidak tersebut dalam Surat Fanogilan kecoali ¢
a. Mengenal Tata Tertlb
b. syl - wswl Pomedqang Szham yvarg tedah diajukan kepada Direksi oclambat-

lamhatmrya 7 (Tujuh) har sebelum rapat dilaksanakan

{5) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin cleh Direkur Ctama dan apabila berhalangan
digant olch salah satu CHrekbur vang dituniuk itk G -

(6] Keputusan — kepurtusen dalam Rapat Umum Pemegarg Saham diambil denoan
musyawamah mufakat ;

{77 Jika tordapat sesuaty masalah fdak bisa dicapal kata mufakat, maka masalah terscbut
discrahkan kepada Kepata Dacrah selake Perneagang Ssham Priortas unbuk dizmbil
Eoputusan dengan memparhatikan pendapat-pendapat pessrta rapat ;

(8 Yarg memplnyai hak suara dalam FRapal Umien Pemegamg Saham adalah Pemegang
Saham yang telah menandatangani dattar hadir ;

(5} Aapabila Pemooang Sehare berhalangan hadir make haknya selaka pemagang saham
daftarm rapat emum yang bersangkutan daoat memberikan kuasa teetulis kepada
siapapun yang ditrnjuk untuk neewseakilinga.
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BAB ¥I
OREFANISAST DAN MANATEMEN

Fasal 8

{11 Porusahian Dagreh ofpdmpin gleh Dewan Direksi yang terdin dari seomng Direkiur
Liarma dan dibantu olek beberapa ormang Direktur varng bBertangoung jawabh aces
wdangrmya  maslng —maslng :

{27 Direkiur Ltama Borangoung jawab kepads Kepala Dacrah don Dirckiur bertanggung
iawab keoada Cirektur Litama ;

(3} Bllamana Duektor Utama berhalangan, maka tugasaya dilakukan aleh salah seoramg
Circksi vang seaior dalean jabed ananva adao yarsgg diunjuk alet Chiresior L@ ;

(4 Bagan Sbruktur Organisast dan Uraian Tugas Peresahaan Daerzh ini di tetapkan
dengan Kepubusan Kepaila Daerah .

Pazal9

111 Direkter Utama mewakili Perusahaan didalamn dan diluar Pengadilan ;

{2) Dirckter Utama dapat menyerahkan Kuasa mewakill fercebut pada ayat (1) kepada
caseprangfbeberapa crang karyawan Penusshaan Dasrsh pada unit usaha masing-
maEng maupun bersama-sama atau kepada crangfbadan lain sesuai prosedur hukum
yang berlawm,

Pasal 10

(1} Ovreksi mesentukan kebljaisanaan dalam memirmpin Perusahasn Daerab ;
(2} Circksl mengurus dan mesnpertinggumg jewabkan kekayaan Perusahaan ;

Pasal 11

Dircksi dengan persstujuan Kepala Deerah dan Pemegang Saham setelah mendengar

Pertimbangan dari Eadan Pengawas untuk had — hal ;

a. Meminfaimkan vang atas nama ponesshaan dan mengadakan perjanjian uteng pivteng
dengan pilak ke o,

fr. Mengikat Perusahaan sebagel Jamfnan pinjamart

L. Memperoleh dana plnjaman dengan menjaminkan assetkekayaan tetap (Benda-benra
tak bergerak pensahaand.
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8AB VII
PERGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DIRCKS]T

Pasal 12

(1) Dlrcksi Perusahaan Oacrah diangikat berdassrcan  syaral-syargt kemampuan  dan
keahlian didang pengedolaan Perusafman sesux Peraturan Perrndandg -undangen
yang bedaky ;

(2] Syarat -- syorat anagotE@ Dircksi ;

a, Anggota Direks! adalah Wargz Megara Indonesia
b. Anggota Cireksi memitifd keahlian dibidamgnya serta mempunyai akMlak dan maoral
baik
€. Anggota direks! bertermpat tnggal ditempat kedudukan Perysahaan Dacrah
d. Anggota DHreksi tidak diperkenankan memangkap jabatan ekeckurtif lainnya atau
Jabatan lain vang berhubungan dengan penaelolzan perusataan

- Penganakatan Angoota Direksi Hdak melebibi umor 64 kabun

- Anggota Direksl terdin dari orang-orang yang fidak pemah melgkukan kealatan

yong merugikan Negara atau tindakan-tndakan yang tercela dibidarg Parsshaan.
g. Anggota Direksi harus mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan ataw
Pemerintahan minintal 2 Tahun

h. Arttara anggata Direksd tidak holeh ada hubungan kefuarga Bngsang.

i. Anggota Direksi tidak boleh mempunwai  kepentiongan pribadl fangsung pada
Farusahaan Daerah yang berusaha dalam iapangan yan] hertujuan mencari laha.

j- Sehat jasmani dan Fohank.

el

Pazal 13

(1) Pengangkatan Angaota Direksi

4. Anggota Direkst dizngkat akeh Kepela Daerafhl atas usu! Badan Pergawas untuk
masa jabatan 4 (ermpat) tahun den dapat dizngkat kembali 1 [saty) Ralf masa
Jabatan setelsh masa jabatan tersebier berakhic #ka yang bersangkutan temitik
kembalf

b. Selain Direktur Utama, Direksl yang memndrdubkd 2 (dua) k=i masa fabstan danat
dizngkat kembali untuk masa Jabatan yang ke 3 {tiga) agabila dar jabatan Edrektur
manjadi Direkbur Hama dan urmarmya tidak boleh melebibi 80 {enam pulikh ) txhun

sefak saat diangkatmya.
(2} Sebelum melsksanakan tugasnya Omeke dilantik dan disumpah oleh Kepala Daeqah.

Pazal 14

(1} Anggota Direksi diberhientikan atau dapat diberhentikan aleh Kepala Daerzh meskipun
masa jabatanaya befum berakhir karena -
a. Meninggal Dunia
b. Atas permintaan sendic
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Meidiukan  Perdealan yang merugikan Perusabean Daerah amed ¥epontingan

Megara

d. Kehilangan kewargaregarsan

€. Sesuaty hal yang menyebabkan dia ddak sapal meladsanzkan luggasnya secara
wWajar
Bomkhir masa jabalanaya sebagai Direks sehagaimana Pasal 194 horot "a™ dan “b"
Pergaturan Daserate irsi

9. Pemnberhentian karena alasan ayat (1) hurof "™ maka yang Berzangkotan

pemiberhentiannya domaan tidask hanmal
h. Tiduk dagpat memajikan Perusahaan

[l

i

(2) Sebelrm pemberhentannyz karens 2'asan tersefut pada ayat {13 meruf "o gilakykan
anogata Direksi yang bersanglatan dibed kesempatar wntuk membels dif datam
Sty sidang khisus hal mana dilakokan dalam wakty 1 (sam) bulan sotetah angoEa
Diraksi vang bersangkitan diberikan secare tertulis tentang alasan pemberftentian ilu;

3] Selama  tersebut pada ayat 2 pasal ini belem diputusksn maka Kepala Dagrah atas
bsul Badam Pengawas dapat memberhentikan Dlreksi yang bersangkuban dari tugasnya
unitirk semerttara waktu dan jika tersebut pads ayat (1) huruf "c”  adalah Dfrektor
Utamia maka Kepala Dacrah ates Usul Badan Pengawas dapat menuRjuk saiah seorang
Direksi uatuk metaksanakan tugas jabatan sementara tsrsebut sampal dernan adanya
Feputusan Kepala Dasrah untuk i

(4) Jika dalam jangka waktu 2 {dua) bulan permberhentan serantans dijatublcan belury
ada  hkeputusan  mengenal peinberhentian Direks)  berdasarkan 2ywal {23 maka
pemberhientian sementara wakls e menfadi batal dan angoobte  Déreks ¥ang
bersamgkutan  dapat segere melanfutkan  jabatannya kecualf bilamana  urdek
kepurusan pemberhentian tersebut diperiyukan Keputusan Pengadilan dan hal ity harus
diberitahukan kepada vang bersangkutan,

BAB vIII
BADAN PENGAWAS
Pasal 15

(1} Syarat-syarat anggota Badan Pengawas :
d. Anggeta Badan Pengaweas adalah Warga Negara Indonesia
tr. Anggota Badan Pengawas mermpuryal akiak dan moral vang baik
£ Anggeta Badan Pengawas terdin dad ceang-orang yang tidak melzkukan keglatar
¥ang merugikan kepentingan Megara dan ataw tndakan-tndakan yang sorcela,
d. Antara sesama anggota Badan Pengawas dan anagota Direksi lidak boleh ada
huburgarn keluarga famgsundg. :
&, Sehat Jacrnani dan Rohani
{£) Badan Pengawas berdoenisili di wilayah Kabupaten Takalor

Pasal 16

Badan Pergawas mempunyai tugas dan fungsl  melakukan Pengawazan  terhadap
Penrcahazn Daerah |
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Pasai 17

(1) Angoeda Badan Penuawas terdiri atas sebanyak-banyahinya 5 (hmal orang Sakirrandg-
kurangrva 3 (tigal erong yang tordi dan Koehra, Sekertads dan Angopota Badan
Prrigawas;

£2) Angocta Haxlan Pengawas diznglat clih Kepala Darrah antuk mase Jabatan safama-
lamanya 3 (tiga) tahurs dan dapal diangkat kemiali sstelah mass jabatan bersobat
berakhir;

{3) kebra dan anggeta Badan Pemgawas mionsdma uang je=z yarg besamya ditctapkan
aleh Kepala Daerah dan itkzbankan pxla Perusahaan Oaerah,

Pasal 18
(1) Badan Pengawas Perusahaan Dacrah diangkat dan diberhentikan oleh Kepata Danran

[
{2 Anggeta Badar Pengawas diberhendkan atay dapal diberhentkan seh Krpala Daerah
neskipur mase jahatannyy belwn berakhic apaiifa ;
a. Menlnggal dunlz
b. Atas permintaan sendir
€. Malaknkan parbuatan yang merugtkan perusahaan Daerah ataw kepentngan Negara
d. Kehflangan Kewarganegaraan
e. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tdak dapat melsksanakan tugasnya secara
wajar.
Pazal 1%

Sebelem anggota  Badan Pengawas menjatamkan tugasnya tedebih dahole dilakakan
petantikan dan pengamblian suripah ofel Kepala Daerah,

Pasal 20

Baclan Pengawas dalam melaksanakan fugas berkowajiban ¢

a. Memborikan pendapat dan saran kepada Kepals Caerah dan Direks] mengenal rencana
korja dam anggaran Penmahaan serta penghashan { tambahannya dan lzpora<aporan
l2inemya dat Direksi,

b. Menglkud perkembangan kegistan  Perusahaan dan dalam hal Peresahaan
menunjukkan gefala kemunduren, segera melaparkannya kepada kepala Daerah
denaan disertal saran menqenai langka perbaikan vang ditempsil,

C. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Deerah dan Cireksi Perusahaan
Daerah mengenal sctiap masaalah lainaya yang diznggap penting bagi pengelolaan
Perusahaan.

d. Memberikan loperan kepada kepala Daerah secara berkala { triwwmlan dan tahunan)
serfa pada sefiap wakby yang diperiukan metgenai perkernbangan Perusahaan Doacrah
dan hasil pelaksamasn tugas Baan Pengawas Perusahaan Daerah,



Pasal 21

Dalam melaksanakar tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah Inl

Badan Pengawas waijib memperhatian ¢ -

3. Pedaman dan petumjuk-petuniek Kepaia Dacrah dengan scnantiss mempertatikas
efestensi Perusahaan

Ir. Ketentian dalam Penisahaan Dacrah pada masing-Mmasing unit usaha serta xetentaan
Peraturan Parundang-undangan yang berako

C. Preimisahan tugas Badan Pengawas dengan tugas pengunesan Penysahaan Dacerah yaimg
merypakan tugas dan kanggumg javab Direkss,

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan kewafibanmya Badan Pengawas menywinyai WewEnang

sabagal berficut :

a. Melihat buku-boku dan suratsurat serta  dokumen-dokoeren lainnya, memenkss
keadaan Kas ( untuk kepeduan verifikasi } dan memeriksa kekayoan Perasahaan

b. Meminta penjelasan-penjelasan dar Direks| Porusahaan menganal segata persoalan
yarg meryangkost pengelciaan Perusahaan

. Meminta Direksl dan atae Pejabat lainrwa dengan sapengetahuan  Direksi uniuk
menghadid Rapat Badan Pengawas

d. Mengheadid rapat Direksl dan memberdkan pandangan-pandangan terhadap hal-hal
wvang dibicarakan.

Passl 23

(1) Bada Pengawas mengadakan rapat sokurang-kurangnya 3 {tige ) Budan sekali dan
sewaktu-wakie bifa dipedukan ;

(2} D=lam rapat sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) paszal inl diblcarakan hal-hal yang
Berhubungan dengan tugas pokok fungs! dan hak s2ra kowajibanma ;

{3) Kepibuzan rapat Badan Pengawas dlambi| ates dasar musyawarah untuk miufakat,

BAB IX
FEMBINAAN

Pasal 24
(1} Pembinzan terhadap Perusahaan Dacrah dilakukan oleh ¥epafa Baerah ;

(2} Dalam Pelaksanaan Pembinasn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Kapala
Laerah dibantu oleh Sekretaniat Daerah Kalbupaten atad yarsg ditunfuk untuk by,
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HAE X
TANGGUNG JAWAS DAN TUNTUTAN
GEANTI RUGI KARYAWAN

Pagal 25

{11 Semus Earvawan Ferusatiaan lermasdk anggola Direksd yang tidak atay diber tugas
Mmenahirmnpun tang, surat-surst berhargs, birang-larang persediaan vEAD  Karcna
tndakan melawan hukumn a@tau  karena melalaikan  kowajiban dan tugas vang
iitebarnkan kepada moreka dengan fangsueng atau fidak [@ngsung meniminslkan
kerugian Porusahaan Daerah diveafibdkan menggant ketugian tarsebut sesual Peraturan
dan Ketenuan turtutan gantt rugi ;

21 Semua karyawan Pemusahaan Dasrah yarig dibediani tugss penyionpanan uamg atau
surat hak milik Perusahaan Dgerah vang disimpan dalam gudang atay temnpat
penyimpanan yang khusus semata-snam digunakan urbuk keperluan Ry diwajibkan
memberkan pertanggunagiavaban tentang peiakuanaan tugasnya kepada Badan yarug
ditunfuk oleh Kepala Dagrsh |

{3} Semnua swrat bukdi dan surat Rinmya hagaimanapun sifatnya vamg termasuk bilzngan
tata buku dan administrasl Perpsahazn Dasrak atay ditempat kain vang ditunduk ofeh
Kepala Daerah kecuall ustuk sementara waklu wniuk dipindahkan ke badan yang
dimaksud pada ayat (2) dalam hal i dianggap pordy unbok kepentingan sesuabs
perteribsaan ;

(4} Untuk keperduan pemerikcssan Bertatian dengan penetapan pajok dan kantrol akuntan
pada urRRya surat bekli dan sorat lafmiya tormasok pada ayat (3) umtuk samentary
dapet dipincatikan kekanror Akyntan MNegara.

BARE XI
TAHUN BUKU

Pas=al 26

Tahun bueko Perusad'na;an Daerah berdasarkan Tahun Takwin.

BAB XI1
ANGGARAN PERUSAHAAN

Fasal 27

(1) Selambatdambatnya 3 (tga) bulan sebelun tahun Bukir mulai beraky maka okeh
Lireksl Perusahaan mengadakan rencana kerga dan Anggaran Tahunan wntyk diminta
persctujuan ¢leh EBadan Pengawas dan selarutnya ditetapkan aleh Kepala Daerah ;

{2) Kocuali apabila Badan Pengawas mengemukakan keboratan atas rencana kerla can
anggaran $shelum masa tahun Buky baru, maka sngaaran yang bertaka adatah tahirn
sabelutkirnys

{3} Dengan perubahan atay pottambahan anagaran yang terjadi datam tahen huku yaog
bersangkutan harusg mendapat persetujuan darl Badan Pengawas dan ditetepkan olsh
Kepala Daerah.



Pasal 28

{1} Untuk tiap - tiap @hur buku olod; Direksl ramyusunan perfitungan tahunan terdiv dari
neraca dan perhitungan rugi laha dan disamparka kepada Badan Peorgawas ek
tlijadikan bahan dalam raget satambat-lambatinya 3 (tiga) bulan sesudah tahuan bk
berfalan herakkis ;

(2} Cara penilaian Pus Neraca dan Perhitungan hanus disebitkan ;

(3} Jika dalaan wakly 1 (satu) tulzn setorah yany telah disebut poda avat (1Y pasal ini oleh
Eadan Pengawas tidak dizfukan kaberstan teriylis maka perhitengan @hunan ity tafah
dianggap tetah disahkan ;

(4] Perhitungan Eahuonan tersebet pada ayat (1) disahkan akefi Kepald Daerah dan
rengesafan termasuk meamberikan kabebasan kepada Dircksi terhadap segala sesuaty

yang termuat kedalamn perkltingan tersebyt,

BAE XII1I
PENETAPAM DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN PRODUKSI

Fasal 29

{1] Cadangan Nam atau rahasia tidak bodeh diadakan :
(2} Penggunaan faba bersih setelalh tedeblh datusy dikurangi dengan  penyusutan,

pembagian pemegang saham bigsa dan pemilik tnodal lalnmya dalam Perusahaan
Dacrah ditetapkan sebagal berikut

a- Anggaran Pendapalan dan Belanja Deerah = Gl UL
b. Cadangan Umum dan Cadanoa Tujuwran =15 %
€. Sosial dan Pendidikan = 54
d. Produksl = 0%
2, Jumbangan Dana Fonstun = Lo

= 10%

. DireksifEaryawan/BIP

(3) Pendagunaan laba unruk cadangan wirhem sehagintana dimaksoed ayal (2} kuruf “h~
Peraturan Daarah inl bilzmana relah tercapal tujuan dapat dislihkan pada pengaunaan
lain dengan Keputusarn Direks! atas Keptnersan Kepala Daerah ;

{4) Carma mwagurus dan menggunakan dana penyusitan dan cadangan tujean yang
dimaksud pada syat (2 pasal inl diertukan aleh Kepala Daerafr soredah mendapatkan
pertimbangan darl Badan Pengawas )

{5) Penetapan Fembagian laba bagi pemegang saham blasa sehagaimana dimaksud
ayat (2} pasal inl ditetapkan mekalul rapat perreagang sahan,



BAZ MIV
KARYAWAN

Pasal 30 .

(1) Kedudukan Hokum karyawan. Gaji dan tunjangan Lamnya, pensiun dani Diredksi dzn
karyawan Perusahazrn Deerah distur dengan  Keputusan Kepala Daerah  dengan
memiperhatikan ketenbuan dan Persturan vang berlake ;

(2} Direksi yang mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahazn Dasrah dengan
persehijuan kepala Daerah melasirl Badan Pengawas menunit ketentuan-kotentuan
pokok Kepagawalan Perusahaan sebagaimana dimaksod ayat (1) pasalini .

BAB XV
FENGAWASAN
Pa=al 31

{1} Dengan Lidak mengurangf hak Pejabat ¥ang berwenang darl badan lain yang menut
Ferumdang-undangan  yang  Berlaky, berwanang mongadakan  powidikan  dan
pemenksasn tentang segala sasiratu mengenai penguirisan umah tangga Daerah,
oleh Kepsla Daerah dapat menunjuk Pejabat dad Badan Pengawasan Dasrah unirk
melakukan  pengawasan atas pengurusan  dan pembinaan  Perusafaan sertz
perlanggungidwaban, hasid pengawasan disampaikan kepada Kepala Daerah dan
Badan Pengawas ;

(23 Aluntan Newara berwenang malabukan pengavwiasan/pemoriksaan M3s pengurusan
=seriz pertanggung jawabannya .

BAB XV¥I
PEMBUBARAN

Pasal 32

{1} Pembubaran Perusahaan Daerah dan pembentukan panitfa likuidas! ditetapkan dermgan
Peraturan Daeraf :

{2} Sermua kekayaan , Peiusahaan Deerah setelah disdaian Likufdzsi dikernbalikan kepada
penguasan langsung Pemerintah Daerah sebolah memperhitungkan hak peanegmna
Saham biasa |

(3] Pertanggung Javeaban LHaddasi oleh panitia Ukuidasi dilakikan olek Pernerintah
DOaerah yang memberfkan pembebasan tanggung Jjawah tontang pekerfann yang telah
disefesalkan ; C

(4} Dafam Likmidas! pemegsng Saham bortamggung jawab akan kerogian yaog diderta
alaxs pihak ke tiga apabila kerugian disebabkan oleh karena neracs petibungan laba
regi yang tedah disahkan fidak menggambarkan keadasn permssabusan Daerah wang
sebenattya.



BAB XVII
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 33 ~

Dangan bedakunys Pereturan Deeerah i, maka Poroturan Caerak Fabupaten Takalar
Nomor 03 Tahun 1983 tentsng Fembentukan Porusahaan Daerah Kabupaton Dacrak
Timgkat IT Takalar, Lermbaran Daerah Kabupaten Takalar Momor 12 Tahun 1983 Seri [
Nomor & tanggnl 14 Mavet 1833 dinyatakan tiaak berlaku lagl.

BAB XVTIT
KETENTUAN FEMUTLP

Pasal 34

Hal-ha! yang belurr distur dalam Peraturan Oaarah Ini akan oitetapkan kermudian dengan
Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pefaksanzannya.

Pasal 35

Peraturan Dacead iri mulsi berake pada fanggal diundangkar.
AQar setiap orang dapst mengetahuinya, memearntabkan pengundangan Peratueran Dasrah

inl dengan penempeatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar,
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